LAPORAN AKHIR I

Studi Model Pemeringkatan Daerah dalam

Pembangunan Koperasi

Bab VI

Kesimpulan dan Rekomendasi

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, diambil beberapa kesimpulan sebagai

berikut :

1. Indikator daerah dalam pembangunan koperasi mencakup 3 (tiga) kelompok

indikator, yaitu indikator kelembagaan koperasi, indikator usaha, dan indikator

peran pemerintah dan pembangunan wilayah. Indikator berjumlah 18 yaitu :

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Jumlah koperasi

Jumlah anggota koperasi

Kualitas koperasi, yang terdiri atas : (a) koperasi aktif, (b) pelaksanaan RAT,

(c) koperasi penerima penghargaan, dan (d) koperasi klasifikasi

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia koperasi
Volume usaha (output) koperasi

Permodalan koperasi

Tabungan / simpanan anggota koperasi

Investasi koperasi

Asset koperasi

Ekspor koperasi

Kredit perbankan untuk koperasi

Sisa Hasil Usaha (SHU)

Dana perkuatan untuk koperasi

Dana dekonsentrasi untuk pembangunan koperasi
Anggaran pembangunan koperasi daerah
Penyerapan tenagakerja koperasi

Nilai tambah koperasi

Pembayaran pajak koperasi.
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2. Indikator yang termasuk dalam bobot lima besar teratas adalah kualitas koperasi,
anggaran pembangunan koperasi daerah, peningkatan kualitas SDM, volume
usaha, dan jumlah koperasi. Sedangkan indikator yang termasuk dalam lima besar
terbawah adalah ekspor koperasi, pajak koperasi, SHU, kredit koperasi, dan asset

koperasi.

3. Indikator-indikator yang dihasilkan dalam studi ini sangat memadai untuk
menjelaskan performa daerah dalam pembangunan koperasi, karena indikator

tersebut mewakili koperasi, pembangunan wilayah dan nasional.

4. Model untuk analisis pemeringkatan disebut sebagai Cooperative Development
Regional Performance (CDRP). Model ini sangat memadai untuk menjelaskan
pemeringkatan karena menggunakan metode indeks yang merangkum berbagai
indikator yang berbeda jenis dan menginteraksikan performa koperasi (Regional
Cooperative Size / RCS) dengan pembangunan wilayah dan nasional (Regional
Development Size / RDS) secara integratif. Untuk menentukan rating dan
peringkat digunakan Cooperative Index of CDRP (CICDRP).

5. RCS yang tinggi pada sebuah propinsi belum tentu menunjukkan kemampuan
propinsi dalam pembangunan koperasi, karena masih sangat tergantung pada
kemampuan ekonomi propinsi tersebut (RDS). Dalam kasus ini ditunjukkan oleh

Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan antara lain jumlah koperasi.

6. Dari uji sahih penerapan model diperoleh peringkat propinsi sampel dalam

pembangunan koperasi pada tahun 2006 secara berturut-turut adalah :

a) Bali (1)
b) Sulawesi Selatan (2)
c) NTB (3)
d) Sumatera Barat ©)]
€) Sumatera Utara (5

Bali dan Sulawesi Selatan selalu berada pada posisi peringkat teratas selama tahun
2004 — 2006.
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7.

6.2.

Dari uji sahih penerapan model CDRP, Propinsi Bali pada umumnya menunjukkan

performa baik.

Persediaan data sangat terbatas untuk analisis secara komprehensif berdasarkan
model CDRP. Data yang tidak tersedia dan belum menjadi bagian dari statistik

pembangunan koperasi dan wilayah adalah :

a) Pembiayaan pendidikan koperasi,
b) Investasi koperasi,

c) Asset dunia usaha propinsi dan nasional,
d) Ekspor koperasi,

e) Kredit perbankan untuk koperasi,

f) Dana perkuatan / bergulir,

g) Dana dekonsentrasi,

h) Nilai tambah koperasi,

i) Pembayaran pajak koperasi.

Pemeringkatan ini dapat berguna dalam penetapan kebijakan pemerintah pusat
dan daerah untuk periode berikutnya. Juga sekaligus dapat memberikan potret
kepemimpinan daerah baik pihak eksekutif maupun legislatif daerah yang

bersangkutan.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa rekomendasi yang perlu mendapat

perhatian adalah sebagai berikut :

1.

Indikator dan model CDRP yang dihasilkan pada studi ini dapat digunakan untuk

memeringkat seluruh propinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

Untuk meningkatkan posisi daerah dalam pembangunan koperasi, pemerintah

pusat dan daerah perlu memperhatikan indikator yang bernilai rendah.

Dalam rangka pemeringkatan daerah (propinsi, kabupaten, dan kota) dalam

pembangunan koperasi sebaiknya menggunakan model CDRP.
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4. Pemerintah Pusat dan setiap Pemerintah Daerah (Kementerian Negara KUKM,
Dinas-dinas KUKM, BPS Daerah dan Pusat) sebaiknya menampilkan statistik
pembangunan koperasi sesuai dengan indikator-indikator pemeringkatan ini.
Dalam rangka ini, Menteri Negara KUKM mengeluarkan kebijakan dalam bentuk
Peraturan Menteri Negara KUKM (Permen KUKM).

5. Untuk mengetahui sejauhmana posisi masing-masing daerah dalam
pembangunan koperasi dan meningkatkan semangat berkompetisi dan dayasaing
dalam era globalisasi, sebaiknya dilaksanakan kegiatan pemeringkatan daerah

(propinsi, kabupaten, kota) setiap tahun.

6. Untuk menjaga independensi dan obyektifitas, pelaksana pemeringkatan daerah
dalam pembangunan koperasi sebaiknya oleh Ilembaga independen yang

mempunyai kompetensi dalam bidang assessment / rating.

7. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masing-masing stakeholder baik tingkat pusat

maupun tingkat daerah.

8. Perlu dilakukan pelatihan kepada petugas yang terkait dengan implementasi

pemeringkatan baik dari unsur pemerintah tingkat pusat maupun daerah.
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